PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN SURAT-SURAT KAPAL, S URAT
KETERANGAN KECAKAPAN (SKK), DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka upaya pembiKaselamatan Pelayaran,
Keamanan, Ketertiban, Pengawasan dan Pengendajzed&
Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pimpitkapal dan
/ atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapalnygatien
ukuran < GT. 7 (kapal angkutan laut) dan kapal ategksungai,
danau dan penyeberangan dengan pelayanan penygdoe di
atas air maka dipandang perlu mengatur pembinaanedabusi
pelayanan Penerbitan Surat Kapal, Surat Tanda lapaak
Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PerhubuNganor 32
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Suthayai
Danau, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangak un
mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyefagra
dan Angkutan Sungai dan Danau;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatesigek
sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli DaefdD)(perlu
diatur ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan gueday
Penerbitan Surat Kapal, Surat Keterangan Kecakapan,
Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar seb&hpal
dioperasikan oleh Pemilik kapal, Operator Kapalhktala atau
Pimpinan Kapal di wilayah perairan Kabupaten Numuka

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaglesiad
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan teesma Daerah
tentang Retribusi Penerbitan Surat-Surat Kapal, atSur
Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpam@deat
Izin Berlayar (SIB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 199Ctatey Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NMd®80¢
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@9)3



. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakdbae
dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik lesian
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah agkeng
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubatiagn
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembamtuk
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, HKalben
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan KotaonBang
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 175huia
1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indardésmor
3896), sebagaimana telah diubah  dengan Undadgdn
Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Updan
Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rigpub
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembarayande
Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kkepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeratunaeriR&h
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200hMN®E8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#@i8)4

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangarahgan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeeahb@ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, bedran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999rigraagkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesiaumat®99
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane

Nomor 3907);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 terKapglautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 MdlB¢
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®2#)3

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegarabRepu
Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembdemara
Republik Indonesia Nomor 3940);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesahui
2000 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4001);



11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentatgoBRs
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudl 20
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4139);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indoneaiauid
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4145);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesiaim&002
Nomor 95);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tab0d,?2
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabempa
Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tabod 2
Nomor 06 Seri D Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menetapkan

dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PENERBITAN SURAT KAPAL, SURAT
KETERANGAN KECAKAPAN (SKK), DISPENSASI
PENUMPANG DAN SURAT IZIN BERLAYAR (SIB).

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupateolsn.

2. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonomi sebagaima
dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, damtaK
Bontang sebagaimana telah diubah dengan UndangAgnda
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undarmigstn
Nomor 47 Tahun 1999.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatemikéum

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kalupate
Nunukan.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang di berkewenangan
oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tartent

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang megbgseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainbgdan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentukuapa
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopergsyasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiutykbasaha tetap
serta badan usaha lainnya.

8. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkdésgan
menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, damaduk,
rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkutumpgang,
barang dan/atau hewan yang diselenggarakan olegupaina
angkutan sungai dan danau.

9. Usaha angkutan sungai dan danau adalah kegiatha asgkutan
untuk umum dengan memungut bayaran yang diseleakgyardi
sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan tedeagan
menggunakan kapal sungai dan danau.

10. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang beifgegagai
jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jaltau
jaringan jalur kereta api yang terputus-putus kareadanya
perairan untuk mengangkut penumpang dan kendareserth
muatannya.

11.Usaha angkutan penyebrangan adalah usaha dibidagigitan
yang diselenggarakan untuk umum pada lintas pengepan
dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapgl ya
memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisinigkdan
operasional prasarana, sarana dan perairan.

12.1zin usaha angkutan penyeberangan adalah izin y#ngrikan
untuk mendirikan perusahaan angkutan penyeberangan.

13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badamgymenurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi  diwajibkawtuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungaiu a
pemotong retribusi tertentu.

14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenangy
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuknianefaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daeyahg
bersangkutan.

15.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnigngttat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajibbresr untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran retribung terutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusadaer

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnigingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besapojkok
retribusi.

17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutngmgkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi di@u sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyiagkat SSRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusikimelakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutangs daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepaladbae



19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yselgnjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang merkeant
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumkabdit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang utahg atau tidak
seharusnya terhutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yatanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang metkent
besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlagditrretribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, Ibgsasanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

21.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daeeatalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyiddgaivai
Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Pehyidintuk
mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat tertindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadiasemenemukan
tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayaran atas PenerbitarkKeal / Pas
Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Suragteikangan
Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan SuratBirlayar
(SIB), dikenakan retribusi atas biaya administdagi Penerbitan zin
Usaha.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemilik Kapal / Omer&apal /
Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan / atau Badan Hulyamg
mendapatkan pelayanan penerbitan Pas Kecil / Ppal KSertifikat
Kesempurnaan, Surat Ukur , Surat Keterangan Keeak#BKK),
Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (8#8m wilayah
Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Setiap Pemilik Kapal/OmeraKapal
Nahkoda/Pimpinan Kapal dan/atau Badan Hukum yangdapmatkan
pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, 3a&tiKesempurnaan,
Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispsi
Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB) dalam \aifai{abupaten
Nunukan.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas IK&pertifikat
Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecak#&p&K),
Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SiBplongkan
sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dalam pelayanan PenerbitarKBeil / Pas
Kapal, Sertifikat Kesempurnaan, Surat Ukur, Suratteikangan
Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpang dan SunatBerlayar
(SIB) diukur berdasarkan jumlah, jenis kapal, ukutapal dan tingkat
pelayanan subjek retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur derya tarif
retribusi pelayanan Penerbitan Pas Kecil / Pas K&gatifikat
Kesempurnaan, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapa
(SKK), Dispensasi Penumpang dan Surat Izin Berld$B)
adalah biaya pengganti biaya cetak, biaya admasistbiaya
pengendalian dan pengawasan Pas Kecil/Pas KamalKé&al
Penangkap lkan, Pas kapal (angkutan sungai, dameu d
penyeberangan), Sertifikat Kesempurnaan (kapalgagKaut),
Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penangkap Ikan, fieitti
Kesempurnaan (kapal angkutan sungai, danau dan
penyeberangan), Sertifikat Pengangkutan Minyak B(untuk
kapal angkutan laut ukuran < GT. 7 dan kapal arsgkstingai,
danau dan penyeberangan), Surat Ukur (untuk kapgkudan
sungai, danau dan penyeberangan ukuran GT. 7 kg Starat
Keterangan Kecakapan (SKK), Dispensasi Penumpant S
Izin Berlayar (SIB) untuk kapal angkutan laut ukura GT. 7
dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberarmigsn,
Perpanjangan Pas Kapal / Sertifikat Kesempurnaan.



(@)

3)

().

(@)

Biaya cetak dan biaya administrasi serta biaya @&agan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (lBhdoaya
cetak per satuan yang disetorkan ke Kas Daerahlun€lmas
Perhubungan Kabupaten Nunukan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur derya tarif
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adedethjuan
untuk menggantikan biaya administrasi biaya ceta&yab
pengendalian dan pengawasan, serta biaya penyalaagg
Penerbitan Pas Kecil / Pas Kapal, Sertifikat Kesemgan,
Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Dispsi
Penumpang dan Surat Izin Berlayar (SIB).

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi dikl&sisikan berdasarkan
jenis dan ukuran kapal.

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimameaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Penerbitan Pas Kecil (Kapal Angkutan Laut) adala :
1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3 Rp. 90,9Tahun
2. Kapal ukuran GT.4 s/d GT. 5.......... Rp. 088,-/Tahun
3. Kapal ukuran GT.6s/d<GT. 7 ...... Rp. 180,00ahun

b. Penerbitan Pas Kecil Penangkap Ikan (Kapal Angktan
Laut) adalah :
1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3 Rp. 90,8Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5......... Rp. 088,-/Tahun
3. Kapal ukuran GT.6s/d <GT.7..... Rp. 180,00ahun

c. Penerbitan Pas Perairan Daratan adalah :

1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3 Rp. 90,80Trahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 6......... Rp. 088,-/Tahun
3. Kapal ukuran GT. 7 ke atas............. R®.Q280,-/Tahun

d. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan (Kapal Angkuan
Laut) adalah :
1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3 ........ Rp. 80,9 Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5......... Rp. 0.9 Tahun
3. Kapal ukuran GT.6s/d <GT. 7 ..... Rp. 70,000ahun

e. Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penangip
Ikan (Kapal Angkutan Laut) adalah :

1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3......... Rp. 80,9 Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5 Rp. 50,000ahun
3. Kapal ukuran GT.6s/d <GT.7..... Rp. 80,000ahun



Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan (Angkutan Sumgai,
Danau dan Penyeberangan) adalah :

1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3......... Rp. 80,9 Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 6......... Rp. 0.9 Tahun
3. Kapal ukuran GT. 7 ke atas ......... Rp. @00,/ Tahun

Penerbitan Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi
adalah :

1. Kapal ukuran GT.1s/d GT.3 .......... Rp.0B0,-/Tahun
2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 5........... Rp.060,-/Tahun
3. Kapal ukuran < GT.7 .cvvvennnnnn. -Rp.000,-/Tahun
4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, daaau
Penyeberangan)........cccccceeeveeeeeeennn. p. #.000,-/Tahun

. Penerbitan Surat Ukur (kapal angkutan sunga
danau dan penyeberangan dengan ukuran GT 7ek
AtaS ..o, Rp. 100.00@elama beroperasi)

Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan
(SKK)....... Rp. 75.000,-/ 5 Tahun

Penerbitan Dispensasi penumpang (ukuran kapal
angkutan laut < GT. 7 dan angkutan sungai, danau da
penyeberangan Rp. 50.000,- /1 Bulan

. Penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) adalah :

1. Kapal ukuran < GT. 7 ....... Rp. 5.000,- / Segatjalanan

2. Kapal angkutan sungai, danau...Rp. 5.000,-/ Sekali
perjalanan

Perpanjangan Pas Kecil / Pas Kapal dan Pas Kapal
Penangkap lkan adalah :

1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3.......... Rp.000,-/Tahun

2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT.5 Rp. 90,8Tahun

3. Kapal ukuran < GT.7 ....cccevvvevnnne R35.000,-/Tahun

4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau
Penyeberangan).. ..........ccoooevenene. Rp. 150.000,-/Tahun

. Perpanjangan Sertifikat Kesempurnaan adalah :

1. Kapal ukuran GT.1s/d GT. 3......... Rp. 08,9 Tahun

2. Kapal ukuran GT.4s/d GT.5........ Rp. 5.9 Tahun

3. Kapal ukuran < GT.7 ...ccccevvvvvnnns Rp.000,-/ Tahun

4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau
Penyeberangan)........cccccceevviieeeeeeennn. AN000,-/ Tahun

. Perpanjangan Sertifikat Pengangkutan Minyak Bumi
adalah :

1. Kapal ukuran GT.1 s/d GT. 3............. Rp. 30.000,-/
Tahun

2. Kapal ukuran GT. 4 s/d GT. 6.... Rp. 40.000,dra

3. Kapal ukuran < GT.7 ............. Rp 50.000,-/ Tahun

4. Kapal ukuran GT. 7 ke atas (angk. Sungai, danau
Penyeberangan)....................... Rp. 60.000,-/ Tahun



BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 9

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkai3¥@8D atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kakepa
Nunukan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11
(1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD at&urden
lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimakslahrdRasal
10 disetor ke kas daerah melalui Dinas PerhubuKgépaten

Nunukan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepatgpagktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminisb@gipa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dabusetyang
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan nueadggn
STRD.



BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang atau Kkurdizpyar
sekaligus dimuka.

(2) Retribusi yang terhutang berdasarkan jangka wa&tghaian,
pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirjgagka
waktu pemakaian.

(3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diteaabnya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembangtraousi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIl
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat yaing sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan rgtribu
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh temp

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wagthhusi harus
melunasi retribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayatk@luaikan
oleh pejabat yang ditunjuk di Dinas Perhubungabugaten
Nunukan.

BAB XIlI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

(1). Bupati Nunukan dapat memberikan penguranganndanan
dan/atau pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dahebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dkatadengan
Peraturan Bupati.



BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan setatalis
kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian Kedebi
pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud padglaya
atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung
diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang resiildan/atau
sanksi administrasi oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayata(®)
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapahdipmgkan
dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yaragsim tersisa
setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimgbadad Pasal
16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 ( dud)ulan sejak
tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebih
pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ldioth pada
ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paliagmbat 2
(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribuakdian setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLHBjpati
memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) perbutas a
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pésdildkukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kedebih
Retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalamal PAg,
diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku jsgéagai
bukti pembayaran.



().

).

BAB XV
KADALUWARSA
Pasal 19
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kagalsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungalsegaat
terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retsi

melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimanaldiud pada
ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retritesk
langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG

(1)

@)

1)

(2)

KADALUWARSA
Pasal 20

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagitgil&karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dézaiu.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piuteinidpusi
daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaglesiad
ayat (1).

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

Selain Penyidik Polri sebagaimana yang dimaksuwthlam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aAcar
Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkundaamerintah
Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksan
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan PeratDesrah
ini.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud padd €b)

adalah :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorat@ngen
adanya tindak pidana;



b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemgjatian
dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeialketa t
pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan dipes&bagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukufgtbatau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidanan d
selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hedeieut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat

dipertanggung jawabkan;

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (hybeatahukan
dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil pekagithya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum seseagan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HukumraAca
Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kelbajinya
berdasarkan Perda ini sehingga merugikan keuanganatal
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bal@u denda
paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dyatadalah
pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Izin usaha dan/atau surat-surat kapal yang telahilikii oleh

pemegang izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangvdrgang
berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tako®d3

tentang ketentuan Perairan dan Tarif Pengukuramalkegertifikat
Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Regisiapal
dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 200&g Tarif
Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku PasadaKapal, Surat



Keterangan Kecakapan (SKK) pada Lalu Lintas Angkuangai,
Danau dan Penyeberangan pada saat mulai berlakbBesaturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai habisanberlakunya.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, malegpukisan
Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentua
Perizinan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikas&®apurnaan
Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapa da
Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentamif
Izin Usaha, lzin Operasi, Izin Trayek, Buku PasadaKapal,
Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada lalu lintagkatan
sungai, danau dan penyeberangan dinyatakan tidkkbédagi.
(2). Hal-hal yang yang belum diatur dalam Peratuaerah ini

sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akem ikih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatalam
Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 01September 2005
BUPATI NUNUKAN,
TTD

H. ABDULHAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 01 September 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005
NOMOR 08 SERI C NOMOR 03






